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NOMOR 63 TAHUN 2OL2

TENTANG

PENGURANGAN ATAS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR' PAJAK BAHAN BAI{AR KENDARAAN

BERIVIOTOR KEPADA PT FREEPORT INDONESIA PAII PENNBAYARAN
PAJAK AIR PERMUI{AAN OLEH PT. FREEPORT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

I\'Ienimbang : a. bahwa berdasarkan kesepakatan antara PT. Freeport
Indonesia dengan Pemerintah Provinsi papua dalam ,up^t
koordinasi, kepada PT. Freeport Indonesia diberikan
pengurangan Pajak llendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan

b. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud.
pada huruf a, perlu menetapkart Peraturan Gubernur

;:#:,",':g::*u.1,?*il;H5"3.*l?:*-'??l*"f"T'l;ll
Bahan Bakar Kendaraan Bermoton Kepada PT. Freeport

Freeport Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun tg6g Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2eo7);

2, Undang-Undang Nomor 21 Tahun ,2OO1 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tihun 2001 Ntmor 13s, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndcnesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Und.ang Nomor gS Tahun 2008
tentang Penetapan Feraturari :pemerintah pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun:2001 tentang Otonomi
{hu9us Bagi Provinsi Papua Menjadi Und.ang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonqsia Tahun 2008 Nomor
l!2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a88a);



7 3. Undar-rg-Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2AO4 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4a37) sebagaimana telah
diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a8a\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor !26, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a$4;
Und.ang-Und.ang Nomor 22 Tah:un 2OOg tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO9 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025); '

Undang-Undang Nomor 28 Tahu n 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 20A9 Nomor 13Q, Tambahan Lembaran
Negara Republik Ind.onesia Nomor 50a9);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
523fl;
Keputusan Menteri Dalam Negeri :Nomor 43 tahun 1999
Tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OLL
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor 69\;

10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2OII
Nomor 4);

Menetapkan

MEMUTUSI{AN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN ATAS
PAJAK KENDAR3AN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAI{AR
KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PT FREEPORT
INDONESIA DAN PEMBAYARAN PAJAK AIR PERMUI(AAN
OLEH PT. FREEPORT INDONESIA.

Pasal 1

.l

Memberikan pengurangan Pajak Kend.araan Bermotor, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Rermotor atas
kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh PT. Freeport Indonesia di wilayah
Kabupaten Mimika Provinsi Papua untuk tahun pajak 2OlI sampai tahun
pajak 2015.
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5.

6;

7.

8.

9.



Pasal 2

Besarnya pengurangan dari tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. 20 % (dua puluh perseratus) pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor
untuk kendaraan ringan dan 30 % (tjga puluh perseratus) untuk
kendaraan alat berat dan aiat besar; :

b. 30 % (tiga puluh perseratus) pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor untuk kendaraan alat berat dan alat besar;

c. 50 % (lima puluh perseratus) pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor atau Pdak Terhutang tidak melebihi USD 2.000.000,00 (dua juta
dolar Amerika Serikat) per tahun; dan

d. Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada huruf c ditakuk an 2 (dua) kali dalam jumlah yang sama
besar pada bulan April dan bulan September setiap tahun terhitung mulai
tahun 2010

Pasal 3

Pajak Air Permukaan akan dibayarkan sesuai d.engan Bab VI Peraturan Daerah
Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2OII tentang Pajak Daerah sejumlah USD
150.000,00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) setiap tahun
terhitung mulai tahun 2OIL sampai tahun 2015.

Pasal 4

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dal.am Pasal 1 dan Pasal 3 untuk tahun
2OIL dan tahun 2OI2 yang telah dibayar dan yang masih terhutang akan
dihitung dan dibayarkan pada saat yang bersamaan dengan pembayaran
tahun 2Ol2 berdasarkan Peraturan Gubernur ini.':

Pasal 5 
f

Apabila terjadi' perubahan terhadap Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia,
sebelum tahun 2015, maka Peraturan Gubernur ini, akan ditinjau kembali

iuntuk penyesuaiannya.
Pasal 6 i

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Desember 2072

PJ. GUBERNUR PAPUA,
cAP/TTD

dTh.CONSTANT I(ARMA
Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 4 Desemb er 2OI2
PII.SEKRETAzuS DAERAH PROVINSI PAPUA.

CAP/TTD
ELIA I LOUPATTY

BEzuTA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2OL2 NOMOR 63

Untuk salinan yang $!h sesuai dengan aslinyaKE""r#:. HuKUIlr


